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ANALISIS PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA 
PADA PT. TS Indonesia 
Abstrak 
Masing - masing negara tentu mengenakan pajak sesuai dengan ketentuan dan 
aturan yang diatur oleh masing-masing negara. Hal ini memungkinkan terjadinya 
pengenaan pajak berganda bila dua pihak terkait pajak berinteraksi sebagai akibat 
terjadinya transaksi antara dua negara tersebut. Masing-masing negara mempunyai suatu 
cara atau metode penghindaran pajak berganda, namun hal ini tidak menjamin 
pengenaan pajak berganda dapat dihindarkan sepenuhnya.  
Dalam pembahasan skripsi ini, penulis menggunakan penelitian untuk mengkaji 
dan menjawab permasalahan mengenai tatacara penghindaran pajak berganda dan 
pengklasifikasian dan pembagian hak pemajakan yang berfungsi untuk digunakan 
sebagai acuan. Untuk mengetahui bagaimana tatacara penghindaran pajak yaitu dengan 
mengadakan perjanjian bisa secara unilateral maupun bilateral disini yang digunakan 
adalah dengan cara bilateral karena menyangkut kerjasama dua negara.  Perjanjian 
bilateral ini dapat digunakan untuk menghindarkan terjadinya pengenaan pajak berganda 
yang dapat merugikan kedua belah pihak serta digunakan sebagai acuan untuk 
mengetahui pembagian hak pemajakan yang berfungsi untuk para pihak ( wajib pajak)  
mengetahui hak –haknya serta kewajibannya yang sudah tercantum dalam perjanjian 
penghindaran pajak berganda, serta dapat digunakan sebagai peraturan yang berfungsi 
untuk menghindarkan adanya orang pribadi baik WNI maupun WNA, dan badan usaha 
yang berusaha melakukan suatu upaya penyelundupan/pengelakan pajak yang 
merugikan negara, serta mengurangi timbulnya pengenaan pajak berganda. Penelitian 
ini termasuk dalam penelitian normatif yang bersifat deskriptif.  
Hasil penelitian yang dilakukan berkaitan dengan penghindaran pajak berganda 
di antara tiga negara multilateral, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi di 
antaranya terdapat perbedaan prinsip mengenai pengenaan pajak penghasilan. Penerapan 
masing-masing azas pengenaan pajak oleh negara yang berbeda berpotensi 
menimbulkan pengenaan pajak yang berbeda pada satu subjek pajak tertentu atas 
penghasilannya. Hal ini biasanya terjadi bila dua yurisdiksi perpajakan dari dua negara 
berbeda mengenakan pajak kepada orang atau badan yang sama atas penghasilannya 
yang disebabkan oleh azas pengenaan pajak yang diterapkannya. 
Dalam pembahasan skripsi ini, penulis menyimpulkan bahwa ketiga negara yang 
terkait dalam perjanjian perpajakan internasional demi kepentingan perusahaan yang 
berkaitan harus mengikiuti aturan perpajakan sesuai dengan peraturan yang tertuang 
dalam Tax Treaty. Sebagian besar negara di dunia ini mengandalkan sumber 
keuangannya dari pajak. Karena perusahaan dirikan di Indonesia, sehingga indonesia 
sebagai sumber berhak mengenakan pajak atas laba usaha yang diperoleh perusahaan 
luar negeri di Indonesia. 
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